BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1726, 2018 KEMENPAN-RB. Pengaduan. Pelayanan Publik.
Pedoman. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyelengaraan Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Secara Nasional sudah tidak sesuai
dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan

Publik Nasional,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
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Menetapkan

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5S038);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5357);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun
2013 tentang Pengelolan Pengaduan Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 191);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
517) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 574);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PEDOMAN
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL.

Pasal 1
(1) Penyelenggara pelayanan publik, wajib melaksanakan

pengelolaan pengaduan pelayanan publik.
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(2) Dalam melaksanakan pengelolaan pengaduan pelayanan
publik  sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
penyelenggara pelayanan publik wajib:

a. menyediakan sarana dan prasarana penunjang
kelancaran pengelolaan pengaduan pelayanan
publik;

b. menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan
pelayanan publik; dan

c. menugaskan pelaksana yang berkompeten dalam
pengelolaan pengaduan pelayanan publik.

(3) Dalam melaksanakan pengelolaan pengaduan pelayanan
publik, penyelenggara pelayanan publik
mengintegrasikan dengan aplikasi SP4N-LAPOR!

Pasal 3
Pedoman sistem pengaduan pelayanan publik nasional
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan menteri ini.

Pasal 4
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyelengaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 1715), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2018

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAFRUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR 62 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL.

BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
merupakan acuan dasar dalam rangka mendorong peningkatan kinerja
pemerintah yang lebih berorientasi pada pelayanan. Berbagai langkah
perbaikan terus dilakukan untuk memastikan agar pelayanan publik
semakin cepat dan efisien, sehingga masyarakat semakin dimudahkan
dalam memperoleh hak-haknya. Salah satu perubahan perbaikan
pelayanan publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah
melalui penguatan partisipasi masyarakat melalui pengaduan pelayanan
publik yang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013
tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, sehingga dipercleh

pengelolaan pelayanan publik yang baik.

Dengan pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang baik,
diharapkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang
berkelanjutan serta dapat dilihat dari aspek kepentingan penyelenggara
(service providers) dan dari aspek kepentingan penerima layanan
(customers). Dari aspek kepentingan penyelenggara, pengelolaan
pengaduan merupakan sarana untuk memperbaiki = kualitas
penyelenggaraan pelayanan publik. Sebaliknya, dari aspek kepentingan
penerima layanan merupakan sarana menyampaikan pengaduan untuk

mendapatkan pelayanan yang lebih baik.

Seiring dengan kemajuan teknolegi, pengelolaan pengaduan
pelayanan publik tidak dapat lagi dilakukan secara manual. Oleh karena
itu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi menggunakan Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan

Online Rakyat atau LAPOR! sebagai aplikasi yang dipergunakan untuk



